ANAAAVE

BUPATI ENDE

PENJABARAN PERTANGGUNG

Menimbang :

a.

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3\ TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 sebagai
mncian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;
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Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1665);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

(Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

Dipindai dengan CamScanner



14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Nomor 11);
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20

21.

22,

23.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 9);

Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 11});
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun

2018 Nomor 16);

Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran

2018 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 5);
Peraturan Bupati Ende Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 20};
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 61.247.210.694,31
b. Dana Perimbangan Rp 814.101.126.524,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 221.546.337.298,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.096.894.674.516,31

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 465.112.039.245,00

2) Belanja Bunga Rp 0,00

3) Belanja Subsidi Rp 0,00

4) Belanja Hibah Rp 42.861.200.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 79.200.000,00

Rp 0,00

6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 241.691.682.371,00
50.000.000,00

8) Belanja Tidak Terduga Rp 2
Jumlah Rp 749.994.121.616,00
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 42.069.154.508,24

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 163.567.947.426,95

3) Belanja Modal Rp 150.890.979.572,00
Jumlah Rp 356.528.081.507,19

Jumlah Belanja Rp 1.106.522.203.123,19

Surplus/(Defisitf (Rp  9.627.528.606,88)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 71.850.919.750,76
b. Pengeluaran Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 69.350.919.750,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 59.723.391.143,88

Pasal 2

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci dan tercantum dalam

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende
pada tanggal \3 Aj“—g BUS 5010

¥ WAKIL BUPATI ENDE /)

e
(H. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal |3 Aﬂug s 2019

i SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN E:NDE:,?L

USTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 22
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